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Isi sila-sila Pancasila pada
hakikatnya merupakan suatu kesatuan.
Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas
lima sila yang masing-masing merupakan suatu
asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu merupa-
kan suatu kesatuan dan keutuhan, artinya setiap sila meru-
pakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Ini
berarti Pancasila merupakan suatu kesatuan yang
majemuk-tunggal. Konsekuensinya setiap sila
tidak dapat berdiri sendiri-sendiri,
terlepas dari sila-sila lainnya.

A. Pawcasila sebagai Sistem Filsafat
Pancasila yang terdiri atas lima sila
pada hakikatnya merupakan suatu sistem
filsafat. Pengertian sistem adalah suatu
kesatuan bagian-bagian yang saling ber-
hubungan, saling bekerja sama untuk suatu
tujuan tertentu dan secara keeeluruhan
mempakm sustu kesatuan yang utuh.
Sistem lazimnya memiliki ciri<ciri sebagai
berikut. Pertama, suatu kesatuan bagian-
bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut
mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ketiga,
saling berhubungan dan saling ketergan-

tungan. Keempat, keseluruhannya dimak-
sudkan untuk mencapai suatu tujuan ter-
tentu (tujuan sistem). Kelima, terjadi da-
lam suatu lingkungan yang kompleks
(Shore dan Voich,1974).

Pancasila yang terdiri atas bagian-
bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap sila
pada hakikatnya merupakan suatu asas
dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara
keseluruhan merupakan suatu kesatuan
yang sisternatis.

Isi sila-sila Pancasila pada hakikat-
nya merupakan suatu kesatuan. Dasar fil-
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safat negara Indonesia terdiri atas ima sila
yang masing-masing merupakan suatu asas
peradaban. Namun demikian sila-gila Pan-
casila itu merupakan suatu kesatuan dan
keutuban, artinya setiap sila merupakan
unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila.
Ini berarti Pancasila merupakan suatu ke-
satuan yang majemuk-tunggal. Kon-
sekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri
sendiri-sendiri, terlepas dari sila-sila lain-
nya.

Sila-sila Pancasila sebagai sistem fil-
safat pada hakikatnya merupakan suatu
kesatuan organik. Antara sila-sila Pan-
casila itu saling berhubungan, berkaitan,
dan mengkualifikasi. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa Pancasila pada
hakikatnya merupakan suatu sistem, dalam
pengertian bagian-bagian atau sila-silanya
saling berhubungan secara erat, sehingga
membentuk suatu struktur yang menyelu-
ruh.

Kesatuan sila-sila Pancasila meru-
pakan kesatuan yang memiliki hubungan
yang bertingkat dan berbentuk piramidal
(kesatuan yang bersifat hierarkhis dan
berbentuk piramidal), dan sebagai kon-
sekuensinya merupakan kesatuan yang
saling mengkualifikasi.

nan Pancasila yang Bersifgt Hier-
e el e o]
Susunan Pancasila adalah hierarkhis
dan berbentuk piramidal. Pengertian
matematis piramidal digunakan untuk
menggambarkan hubungan hierarkhi sila-
sila Pancasila dalam urut-urutan luas
(kuantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya
(kualitas). Kalau dilihat dari intinya, uru-
tan lima sila menunjukkan suatu rangkaian
tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Ar-
tinya, sila-sila di belakang merupakan
pengkhususan dari sila-sila di mukanya.
Jika urut-urutan lima sila dianggap
mempunyai maksud demikian, maka di
antara lima sila ada hubungan yang mengi-
kat satu dengan lainnya, sehingga Pan-
casila merupakan suatu keseluruhan yang
bulat. Andai kata urut-urutan itu dipan-
dang sebagai tidak mutlak , berarti antara
satu sila dengan sila lainnya tidak ada
sangkut pautnya, sehingga Pancasila itu
menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu, ia

B. §

tidak dapat dipérgunakan sebagal asas
kerokhaman negara. Setiap sila dapat diar-
tikan dalam bermacam-macam maksud,
sehingga sebenarnya sama saja dengan ti-
dak ada Pancasila.

Kesatuan sila-gila Pancasila yang
memiliki susunan hierarkhis piramidal ini
mengacu pada sila Ketuhanan yang Maha
Esa sebagai basis dari sila kemanusiaan
vang adil dan beradab, persatuan Indone-
sia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusya-
waratan/perwakilan dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya,
Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuha-
nan yang berkemanusiaan, berper-
satuan berkerakyatan serta berkeadilan
sosial, sehingga di dalam setiap sila senan-
tiasa terkandung sila-sila lainnya.

Dengan demikian dimungkinkan
penyesuaian untuk keperluan serta
kepentingan yang sesuai dengan keadaan,
tempat dan waktu dalam realisasi sila-sila
Pancasila, tanpa terpisahkan dengan
makna sila-sila lainnya dalam hubungan

hierarkhis piramidal.

C. Ru " Pancasi Bersijat Hi-
erms dan Be g:t"l”nm

1. Sila pertama : Ketuhanan yang Maha
Esa meliputi dan menjiwai sila-sila
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam  permusyawaratan/perwakilan
serta keadilan sosial bagi seluruh rak-
yat Indonesia.

2. Sila kedua : kemanusiaan yang adil dan
beradab diliputi dan dijiwai oleh sila
ketuhananyang Maha Esa, meliputi
dan menjiwai sila persatuan Indone-
sia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan / perwakilan , serta
keadilan sosial bagi seluruh rakyat In-
donesia.

3. Sila ketiga : persatuan Indonesia dili-
puti dan dijiwai sila ketuhanan ysng
maha esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, meliputi dan menjiwai sila
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusya-
waratan / perwakilan serta keadilan
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sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Sila keempat:kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan/ perwakilan diliputi dan
dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang
maha esa , kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, serta
meliputi dan menjiwai sila keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sila kelima : keadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia diliputi dan diji-
wai oleh sila-sila ketuhanan yang maha
esa,kemanusiaan yang adil dan bera-
dab, persatuan Indonesia, ke-rakyatan
vang dipimpin oleh hikmat kehjpksanaen
ddan pameyawvaday perwakilan, serta
keadilan sosial bagi seluruh rakyat In-
donesia.

Kesatuan sila-sila Pancasila pada
hakikatnya bukanlah hanya merupakan
kesatuan yang bersifat formal logis saja,
namun juga meliputi kesatuan dasar on-
tologis, epistemologis, serta aksiologis dari
sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan
bahwa kesatuan sila-sila Pancasila bersifat
hierarkhis dan mempunyai bentuk pirami-
dal, yang digunakan untuk menggambarkan
hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila da-
lam urut-urutan luas (kuantitas), dan da-
lam pengertian inilah hubungan kesatuan
sila-sila Pancasila itu mengandung arti
formal-logis. Selain kesatuan sila-sila Pan-
casila itu hierarkhi dalam hal kuantitas,
juga dalam hal isi sifatnya-- manyangkut
makna serta hakikat sila-sila Pancasila.
Kesatuan yang demikian ini meliputi ke-
satuan dasar ontologis, epistemologis,
serta aksiologis dari sila-sila Pancasila
(lihat Notonagoro,1984:61 dan 1975 : 52,57).
Secara filosofis, Pancasila sebagal suatu
sistem filsafat yang memiliki dasar ontolo-
gis, epistemologis, serta aksiologis ini ber-
beda dengan sistem filsafat yang lainnya,
misalnya materialisme, liberalisme, prag-
matisme, komunisme, idealisme dan lain
paham filsafat di dunia .

D. Dasar Ontologis Sila-sila Pancasila
Pancasila sebagai suatu sistem fil-
safat tidak hanya kesatuan yang menyang-
kut sila-silanya, melainkan juga meliputi
hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau
gecara filosofis meliputi dasar ontogis sila-

sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas
lima sila, setiap sila bukanlah merupakan
asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan
memiliki satu kesatuan dasar ontologis.
Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya
adalah manusia yang memiliki hakikat
mutlak monopluralis. Subjek pendukung
pokok sila-sila Pancasila adalah manusia,
hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa,
yang berkemanusiaan yang adil dan bera-
dab, yang berpersatuan , yang berkerak-
yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-
sanaan dalam permusyawaratan / perwak-
ilan serta yang berkeadilan sosial pada
hakikatnya adalah manusia ( Notonagoro,
1975:23).

Manusia sebagai pendukung pokok
sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki
hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas
susunan kodrat rege dan jiwa, jasmani dan
rokhani, sifat kodrat manusia adalah seba-
gai makhluk individu dan makhluk sosial,
serta kedudukan kodrat manusia sebagai
makhluk berdiri sendiri dan sebagai mak-
hluk Tuhan yang Maha Esa.Oleh karena
kedudukan kodrat manusia sebagai mak-
hluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai
makhluk Tuhan inilah, maka secara hier-
arkhis sila pertama Ketuhanan yang Maha
Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-
sila Pancasila yang lainnya.

Hakikat sila-sila Pancasila secara
ontologis didasarkan pada landasan sila-
sila Pancasila yaitu : Tuhan, manusia, satu,
rakyat, dan adil. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh Notonagoro sebagai
berikut :

© e sila-sila Pancasila itu berhubungan

dengan hal-hal yang didalam peristilahan sila-
sila itu dimaksud dalam kato-kata dasar Tu-
han, manusia, satu, rakyat dan odil. Se-
muanya itu di dalam Poncasila merupakan
hal-hal yang ada atou terdapat di dalam ken-
yatoannya yang menjads landasars dari Pon-
casila. Bagi Pancasila, bagi bangsa Indonesia
bagi negara Indonesia semuanyas itu benar-
benar ada atou ada dalam kenyataannya ( No-
tonagoro, 1975: 49 ).

Berdasarkan hakikat yang
terkandung dalam sila-sila Pancasila dan
Pancasila sebagai dasar filsafat negara,
maka segala hal yang berkaitan dengan
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sifat dan hakikat negara harus sesuai den-
gan landasan sila-sila Pancasila. Hal itu
berarti hakikat dan inti sila-sila Pancasila
adalah sebagai berikut : sila pertama Ketu-
hanan adalah sifat-sifat dan keadaan ne-
gara harus sesuai dengan hakikat Tuhan,
sila kedua kemanusigan adalah sifat-sifat
dan keadaan negara yang harus sesuai
dengan hakikat manusia, sila ketiga per-
satuan adalah sifat-sifat dan kedaan negara
harus sesuai dengan hakikat satu, sila
keempat kerakyatan sifat-sifat dan keadaan
negara yang harus sesuai dengan hakikat
rakyat , sila kelima keadilan adalah sifat-
sifat dan kedaan negara yang harus sesuai
dengan hakikat adil.(Notonagoro, 1975:50 ).
Untuk memahami kesesuaian
antara landasan sila-sila Pancasila dengan
hakikat,sifat serta keadaan negara , maka
menurut Notonagoro terdapat tiga teori
asas hubungan di antara dua hal yang
diperbandingkan yaitu, pertama; asas
hubungan yang berupa sifat (kualitas),
kedua; asas hubungan yang berupa ben-
tuk, luas dan berat (kuantitas), ketiga;
asas hubungan yang berupa sebab dan
akibat (kausalitas) ( Notonagoro, 1975 : 53).
Hubungan kesesuaian antara negara den-
gan landasan sila-sila Pancasila adalah
hubungan sebab-akibat, yaitu negara seba-
gai pendukung hubungan, dan Tuhan,
manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai
pokok pangkal hubungan. Landasan sila-
sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu,
rakyat dan adil adalah sebab, adapun ne-
gara adalah akibat. .
Landasan sila-sila Pancasila sebagai
sistem filsafat, isinya menunjukkan suatu
hakikat makna yang bertingkat
{Notonagoro, tanpa tahun : 7), serta ditinjau
dari keluasannya memiliki bentuk pirami-
dal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut.

Birereteranens sebenarnya ada hubungan se-
bab dan akibat antara negara pada umumnya
dengan manusic karena negara adalah lem-
baga kemanusiaan, yong diadakan oleh
manusic. Adapun Tuhan odalah asal segala
sesuatu , termasuk manusia sehingga terdapat
hubungan sebab dan akibat pula yang tidak
langsung antara negara dengan asal mula se-
gala sesuatu , rakyat adalah jumlah dari
manusic-manusia pribadi, sehingga aoda

hubungan sebab’akibat antara negara dengan
rakyat, lebih-lebih buat negara kita yang
kekuasaannya dengan tegas dinyatakan di tan-
gan rakyat; berasal dari rakyat, sebagaimana
tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat. Ti-
dak dari satu akan tetapi dars penjelmaan dari
pada satu itu, ialak kesatuan rakyat, dapatiah
timbul suatu negara, sehingga dengan tidak
secara langsung ada juga hubungan sebab dan
akibat. Adil adalah dasar dari cita-cita kemer-
dekaan setiap bangsa, jika sesuatu bangsa &-
dak merdeka tidak mempunyai negara sendiri
itu adalah adil. Jadi hubungan antara negara
dengan adil termasuk pulc dalam golongan
hubungan yang harus ada atou mutlak, dan
dalam arti bahwa adil itu dapat dikatakan
mengandung unsur pula yang sejenis dengan
asas hubungan sebab dan akibat atau ter-
masuk dalam lingkungannys juga sebagai
penggerak atau pendorong utama (Notonagoro,
1975 : 55,56).... selain itu silo keadilan sosial
adalah merupakan tujuan dari keempat sila
ynag mendahuluinya, moka dari itu meru-
pakan tujuan dari bangsa kita dalam berne-
gara.......... ... “( Notonagoro, 1975 : 156 )
Berdasarkan uraian tersebut,
maka hakikat kesatuan sila-sila Pancasila
yang bertingkat dan berbentuk piramidal
dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sila pertama ketuhanan yang maha esa
mendasari dan menjiwai  sila-sila  ke-
manusican yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat  kebijaksanaan dalom  permusya-
waratan /perwakilan serta kedilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut ber-
dasarkan pada hakikat bahwae pendukung
pokok negara adalah manusia, karena negara
adalah sebagai lembaga hidup bersama seba-
gai lembaga kemanusiaan dan manusia adalak
sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, se-
hingga adanya manusia sebagai akibat adanya
Tuhan yang maha esa sebagai kausa prima.
Tuhan adalah sebagai asal mula segala se-
suatu, adanys Tuhan adalah mutlak, sem-
purna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas
serta pula sebagai pengatur tata tertib alam
(Notonagoro, 1975: 78 ).

Dengan demikian, sila pertama
mendasari, meliputi, dan menjiwai keem-
pat sila lainnya. ' .

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan
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nan yang maha easa serta mendasari dan
menjiwas sils persatuan Indonesia ,sila kerak-
yatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-
sanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
serta siola keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut : negara adalah lemboga kemanusiaan,
yong diadakan oleh manusia ( Notonagoro,
| 1975: 55),

Dalam hal ini manusia berperan se-
bagai subjek pendukung pokok negara. Ne-
gara adalah dari, oleh, dan untuk manusia;
oleh karena itu terdapat hubungan sebab
dan akibat yang langsung antara negara
dengan manusia. Adapun manusia adalah
makhluk Tuhan yang maha esa, sehingga
sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila per-
tama. Sila kedua mendasari dan menjiwai
gila ketiga  (persatuan Indonesia), sila
keempat (kerakyatan ) serta sila kelima
{keadilan sosial). Pengertian tersebut pada
hakikatnya mengandung makna sebagai
berikut : rakyat sebagai unsur pokok ne-
gara dan rakyat merupakan totalitas indi-
vidu-individu yang bersatu, yang bertujuan
mewujudkan suatu keadilan dalam hidup
bersama (keadilan sosial). Dengan
demikian pada hakikatnya yang bersatu
membentuk suatu negara adalah manusia.
Manusia yang bersatu dalam negara meru-
pakan rakyat. Rakyat sebagai unsur pokok
negara bertujuan mewujudkan keadilan
bersama, yaitu keadilan dalam hidup ber-
sama sebagai makhluk individu dan mak-
hluk sosial.

Sila ketiga persatuan Indonesia di-
dasari dan dijiwai aleh sila ketuhanan yang
Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil
dan beradab serta mendasari dan menjiwai
gila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusya-
waratan/perwakilan dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila
ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut. Hakikat persatuan didasari dan
dijiwai oleh sila ketuhanan dan ke-
manusiaan. Manusia sebagai makhluk Tu-
han yang Maha Esa pertama-tama harus
mewujudkan persatuan dalam suatu per-
sekutuan hidup yang disebut negara. Pada
hakikatnya yang bersatu adalah manusia
sebagai makhluk Tuhan yang maha esa,
oleh karena itu persatuan itu adalah

akibat adanya manusia sebagai makhluk
Tuhan yang maha esa. Adapun hasil per-
satuan di antara individu-individu , pribadi-
pribadi dalam suatu wilayah tertentu dise-
but sebagai rakyat, sehingga rakyat meru-
pakan unsur pokok negara. Persekutuan
bidup bersama manusia dalam rangka un-
tuk mewuyjudkan suatu tujuan bersama,
yaitu keadilan dalam kehidupan bersama
(keadilan sosial), maka sila ketiga men-
dasari dan menjiwai sila keempat dan sila
kelima Pancasila. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh Notonagoro sebagai

kemanusiaan , meliputi seluruk Ridup
manusic dan menjodi dasar doripada sila-
silo yang lainnys.Akan tetapi sila persatuan
atau kebangsaan, kerakyatan dan keadilan
sosial hanya meliputi sebagian lingkungan
hidup manusia sebagai pengkhususan dari-
pada sila kedua dan sila pertama dan men-
genai hidup  bersama dalam maosyarakat
bangsa dan negara. Seluin itu ketiga sila ini
persatuan kerakyatass dan keadilan satu den-
gan lainnya bersangkjut paut dalam arti sila
yang di muka menjadi dasar dari pada sila-
sila berikutrnya dan sebaliknya yang berikut-
nya merupakan pengkhususan dars pada yang
mendahuluinya, hal ini mengingat susunan
sila-sila Pancasila yang hierarkis dan berben-
“( Notonagoro , 1957 : 19 ).

Sila keempat adalah kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan / perwakilan,
makna pokok sila keempat adalah kerak-
yatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat
rakyat. Sila keempat ini didasari dan diji-
wai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan dan persatuan. Dalam kai-
tannya dengan kesatuan yang bertingkat,
hakikat cila keempat adalah sebagai
berikut. Jika hakikat rakyat adalah pen-
jumiahan manusia-manusia, semua orang,
semua warga dalam suatu wilayah negara
tertentu, maka hakikat rakyat adalah
akibat bersatunya manusia sebagai mak-
hiuk Tuhan dalam suatu wilayah negara
Dengan demikian adanya rakyat secara
ontologis ditentukan dan sebagai akibat
adanya manusia sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa, yang menyatukan diri da-
lam suatu wilayah negara tertentu. Adapun
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sila keempat tersebut mendasari dan men-
jiwai sila keadilan sogial ( sila kelima Pan-
casila ). Hal ini mengandung arti, negara
berdiri demi kesejahteraan warga atau
rakyatnya. Oleh karena ity, tujuan dari
negara adalah terwujudnya masyarakat
vang berkeadilan , terwujudnya keadilan
dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Sila kelima keadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia memiliki makna
pokok keadilan, yaitu kesesusian dengan
hakikat adil. Berbeda dengan sila-sila lain-
nya, sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh
keempat sila lainnya yaitu : ketuhanan,
kemanusiaen, persatuan , den kerakyatan.
Hal ini mengandung makna bahwa keadi-
lan adalah akibat adanya negara kebang-
saan dari manusia-manusia yang berketu-
hanan. Sila keadilan sosial merupakan tu-
juan dari keempat sila lainnya. Secara on-
tologis, keadilan sosial juga ditentukan
oleh hakikat keadilan sebagaimana dalam
sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil
dan beradab. Menurut Notonagoro, hakikat
keadilan dalam sila kedua adalah keadilan
dalam manusia monopluralis; yakni adil
terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan
terhadap Tuhan atau kausa prima. Keadi-
lan kemanusiasn monopluralis tersebut
menjelma dalam bidang kehidupan ber-
sama, baik dalam lingkup masyarakat,
bangsa, negara, dan kehidupan antar
bangsa, yang menyangkut sifat kodrat
manusia sebagai makhluk individu dan
makhluk sosial.  Dengan demikian, logi-
kanya keadilan sosial didasari dan dijiwai
oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang
adil dan beradab ( Notonagoro, 1975:140,
141).

R Dasar E 'swnologis sila-sila Pancasila
Pancz'sila sebagai sistem filsafat
pada hakikatnya juga merupakan sistem
pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-
hari. Pancasila merupakan pedoman atau
dasar bagi bangsa Indonesia dalam me-
mandang realitas alam semesta, manusia ,
masyarakat, bangsa dan negara tem,ang
makna hidup, serta sebagai dasar bagi
meanusia dalam menyelesaikan masalahnya.
Pancasila dalam pengertian seperti ini te-
lah menjadi sistem cita-cita atau keyaki-
nan ( belief-system ) yang menyanghkut

praksis, karena itu dijadikan landasan
hidup manusia atau suatu kelompok
masyarakat dalam berbagai bidang kehidu-
pan. Ini berarti, filsafat telah menjelma
menjadi ideologi ( Abdulgani, 1986 ). Seba-
gai suatu ideologi Pancasila memiliki tiga
unsur pokok . Pertama, logos, yaitu ra-
sionalitas atau penalarannya; kedua, pg-
thos yaitu penghayatannya; dan ketiga,
ethos yaitu  kesusilasnnya ( Wibisono,
1996 : 3). Sebagai suatu sistem filsafat serta
ideologi, Pancasila harus memiliki unsur
rasional terutama dalam kedudukannya
sebagai sutu sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada
hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan
dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu
ideologi bersumber pada nilai-nilai
dasarnya yaitu filsafat Pancasila ( Soer-
vanto, 1991: 50 ). Oleh karena itu, dasar
epistemologis Pancasila tidak dapat
dipisahkan dengan hakikat manusia. Jika
manusia merupaksn basis ontologis Pan-
casila, maka akan mempunyai implikasi
terhadap bangunan epistemologi, yaitu
bangunan epistemologi dalam filsafat
msnusia (Pranarka, 1996 : 32).

Terdapat tiga persoalan mendasar
dalam epistemologi. Pertama, tentang sum-
ber pengetahuan manusia; kedua, tentang
teori kebenaran pengetahuan manusia; dan
ketiga, tentang watak pengetahuan
manusia.{ Titus, 1984 : 20 ). Persoalan epis-
temologi dalam hubungannya dengan Pan-
casila dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama , Pancasila sebagai suatu
objek pengetahuan. Dalam hal ini men-
yangkut masalah sumber dan susunan
pengetahuan Pancasila.

Sebagaimana dipahami bersama,
sumber pengetahuan Pancasila adalah
nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia
gsendiri. Bukan berasal dari bangsa lain dan
juga bukan hasil perenungan atau pemiki-
ran seseorang atau beberapa orang saja,
namun dirumuskan oleh wakil-wakil
bangsa Indonesia dalam proses pendirian
negara. Dengan kata lain, bangsa Indone-
sia merupakan kausa malerialis Pancasila.
Oleh  karena sumber pengetahuan Pan-
casila adalah bangsa Indonesia sendiri yang
memiliki nilai-nilai adat-istiadat serta ke-
budayaan dan nilai religius, maka di antara
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bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-
sila Pancasila dengan Pancasila sendiri se-
bagai suatu sistem pengetahuan, memiliki
kesesuaian yang bersifat korespondensi.

Sebagai suatu sistem pengetahuan,
Pancasila memiliki’ susunan yang bersifat
formal logis, baik dalam isi artiniya, mau-
pun susunan sila-silanya. Susunan ke-
satuan sila-sila Pancasila bersifat hier-
arkhis dan berbentuk piramidal, susunan
mana bersifat saling mengkualifikasi.
Demikianlah susunan sila-sila Pancasila
memiliki sistem logis, baik menyangkut
kualitas maupun kuantitas.

: Dasar-dasar rasional logis Pancasila

juga menyangkut isi arti sila-silanya.
Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal.
Pertama, isi arti tiap sila yang umum uni-
versal. Isi arti sila-sila Pancasila yang
umum universal ini merupakan inti sari
atau essensi Pancasila, dan menjadi pang-
kal tolak derivasi baik dalam bidang kene-
garaan dan tertib hukum Indonesia, mau-
pun dalam realisasi praksis kehidupan
konkrit. Kedua, isi arti Pancasila yang
umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila se-
bagai pedoman kolektif negara dan bangsa
Indonesia terutama dalam tertib hukum
Indonesia. Ketiga, isi arti Pancasila yang
bersifat khusus dan konkrit, yaitu realisasi
praksis Pancasila dalam berbagai bidang
kehidupan, maka itu memiliki sifat yang
khusus-konkrit dan dinamis ( lihat Noto-
nagoro, 1975: 36,40 ).

Pembahasan berikutnya adalah pan-
dangan Pancasila tentang pengetahuan
manusia. Sebagaimana dijelaskan di muka,
epistemologi Pancasila diletakkan dalam
kerangka bangunan filsafat manusia. Kon-
sepsi dasar ontologis Pancasila, yaitu haki-
kat manusia monopluralis, merupakan
dasar pijak epistemologi Pancasila. Manu-
rut Pancasila, hakikat manusia adalah
monopluralis dengan unsur pokok susu-
nan kodrat yang terdiri atas raga
(jasmani) dan jiwa (rokhani). Hakikat raga
manusia secara bertingkat meliputi unsur-
unsur : fisis anorganis, vegetatif, dan ani-
mal. Adapun jiwa (rokhani) manusia ter-
diri atas unsur-unsur potensi jiwa , yaitu
akal --suatu potensi kejiwaan dalam men-
dapatkan kebenaran pengetahuan. Rasa,
yaitu unsur potensi jiwa manusia dalam

tingkatan kemampuan estetis (keindahan).
Kehendak, yaitu  unsur potensi jiwa
manusia dalam kaitannya dengan bidang
moral atau etika.

Menurut Notonagoro, dalam kaitan-
nya dengan pengetahuan akal, potensi

-rokhaniah manusia merupakan sumber

daya cipta. Sedangkan dalam kaitannya
dengan upaya memperoleh pengetahuan
vang benar terdapat tingkat-tingkat
pemikiran, yaitu memoris, reseptif, kritis,
dan kreatif . Adapun potensi atau daya un-
tuk meresapkan pengetahuan atau dengan
lain perkataan transformasi pengetahuan,
terdapat tingkatan sebagai berikut : demon-
strasi, imajinasi , asosiasi , analogi, refleksi
, intuisi , inspirasi, dan ilham ( Notonagoro ,
tanpa tahun : 3 ). Berdasarkan tingkatan
tersebut, Pancasila mengakui kebenaran
rasio yang bersumber pada akal manusia.
Selain itu manusia memiliki indra, sehingga
dalam proses reseptif indra merupakan
alat untuk mendapatkan kebenaran penge-
tahuan yang bersifat empiris. Oleh karena
itu, Pancasila juga mengakui kebenaran
empiris, terutama dalam kaitannya dengan
pengetahuan manusia yang bersifat positif.
Potensi yang terdapat dalam diri manusia
untuk mendapatkan kebenaran terutama
dalam kaitannya dengan pengetahuan
positif, Pancasila juga mengakui kebenaran
pengetahuan manusia yang bersumber
pada intuisi.

Manusia pada hakikat kedudukan
kodratnya adalah makhluk Tuhan yang
Maha Esa. Berdasar hal ini , Pancasila
secara epistemologis juga mengakui kebe-
naran wahyu yang bersifat mutlak sebagai
tingkatan kebenaran tertinggi. Kebenaran
dalam pengetahuan manusia merupakan
sintesa yang harmonis antara potensi-
potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa,
dan kehendak untuk mendapatkan kebe-
naran yang tertinggi yaitu kebenaran mut-
lak. Selain itu dalam sila ketiga, keempat,
dan kelima Pancasila secara epistemologi
juga mengakui kebenaran konsensus, teru-

tama berkaitan dengan hakikat sifat ko-

drat manusia sebagai makhluk individu dan
mkhluk sosial. Adapun sesuai dengan ting-
katan sila-sila Pancasila yang bersifat hier-
arkhis dan berbentuk piramidal, kebenaran
konsensus didasari oleh kebenaran wahyu,
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serta kebenaran kodrat manusia yang ber-
sumber pada kehendak. Sebagai suatu pa-
ham epistemologi maka Pancasila men-
dasarkan pada pandangannya bahwa ilmu
pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas
nilai karena harus diletakkan pada ker-
angka moralitas kodrat manusia serta
moralitas religius dalam upaya untuk men-
dapatkan suatu tingkatan pengetahuan
yang mutlak dalam hidup manusia.

F. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila

Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat
juga memiliki kesatuan dasar aksiologis-
nya, sehingga nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila pada hakikatnya juga
merupakan suatu kesatuan. Terdapat
berbagai macam teori tentang nilai dan hal
ini sangat tergantung pada titik tolak dan
sudut pandangnya masing-masing dalam
menentukan tentang pengertian nilai dan
hierarkhinya. Misalnya kalangan materialis
memandang bahwa hakikat nilai yang
tertinggi adalah nilai material, kalangan
hedonis berpandangan bahwa nilai yang
tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun
dari berbagai macam pandangan tentang
nilai dapat kita kelompokkan pada dua
macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu
itu bernilai karena berkaitan dengan subjek
pemberi nilai yaitu manusia. Hal ini bersi-
fat subjektif. Namun juga terdapat pandan-
gan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu
memang pada dirinya sendiri memang
bernilai, hal ini merupakan pandangan
paham objektivisme.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu
bernilai , hanya nilai macam apa saja yang
ada serta bagaimana hubungan nilai terse-
but dengan manusia. Banyak pandangan
tentang nilai ter-utama dalam menggolong-
golongkan nilai dan penggolongan tersebut
amat beraneka ragam tergantung pada
sudut pandangnya masing-masing.

Max Scheler mengemukakan bahwa
nilai yang ada tidak sama luhurnya dan
tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu dalam
kenyataannya ada yang lebih tinggi dan'ada
yang lebih rendah bilamana dibandingkan
satu dengan lainnya. Nilai, menurut tinggi
rendahnya, dapat digolongkan menjadi em-
pat tingkatan sebagai berikut. 1) Nilai-nilai
kenikmatan, nilai-nilai ini berkaitan dengan

indra manusia sesuatu yang mengenakkan
dan tidak mengenakkan dalam kaitannya
dengan indra manusia (die Wertreidhe
des Angenehmen und Unangehmen), yang
menyebabkan manusia senang atau
menderita atau tidak enak. 2) Nilai-nilai
kehidupan, yaitu dalam tingkatan ini terda-
patlah nilai-nilai yang penting bagi kehidu-
pan , manusia (Wertw des vitalen Fuhlens)

misalnya kesegaran jasmani, kesehatan,

serta kesejahteraan umum. 3) Nilai- nilai
kejiwaan, dalam tingkatan ini terdapat
nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang
sama sekali tidak tergantung dari keadaan
jJasmani ataupun lingkungan. Nilai-nilai
semacam ini antara lain nilai keindahan,
kebenaran, dan pengetahuan murni yang
dicapai dalam filsafat. 4) Nilai-nilai kerok-
hanian, yaitu dalam tingkatan ini terdapat-
lah modalitas nilai darn yang sua
(wermodalitat des Heiligen und Unbeilin-
gen. Nilai-nilai semacam itu terutama ter-
diri dari nilai-nilai pribadi ((Driyarkara ,
1978).

Pandangan dan tingkatan nilai terse-
but menurut Notonagoro dibedakan men-
jadi tiga macam yaitu : 1) Nilai material,
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
jasmani manusia. 2) Nilai vital, yaitu se-
gala sesuatu yang berguna bagi manusia
untuk mengadakan suatu aktivitas atau
kegiatan. 3) Nilai-nilai kerokhanian, yaitu
segala sesuatu yang berguna bagi rokhani
manusia yang dapat dibedakan atas empat
tingkatan sebagai berikut : pertama , nilai
kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada
akal, rasio,budi atau cipta manusia. Kedua,
nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang
bersumber pada perasaan manusia. .
Ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral,
yaitu nilai yang bersumber pada unsur ke-
hendak (will, wollen, karsa) manusia. Em-
pat, nilai religius, yang merupakan nilai
kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak.
Nilai religius ini berhubungan dengan
kepercayaan dan keyakinan manusia dan
nilai religius ini bersumber pada wahyu
yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian mengenai nilai-
nilai sebagaimana tersebut di atas, maka
dapat dikemukakan pula bahwa yang me-
ngandung nilai itu bukan hanya sesuatu
yang bersifat material, akan tetapi juga
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sesuatu yang bersifat nonmaterial. Bahkan
sesuatu yang nonmaterial itu mengandung
nilai yang bersifat mutlak bagi manusia.
Nilai-nilai material relatif lebih mudah diu-
kur yaitu menggunakan indra maupun alat
pengukur lainnya seperti berat, panjang,
lebar, luas dan sebagainya. Dalam m,enilai
hal-hal yang bersifat rokhaniab yang men-
jadi alat ukur adalah hati nurani manusia

yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu

cipta,rasa karsa serta keyakinan manusia.
Menurut Notonagoro bahwa nilai-
nilai Pancasila termasuk nilai kerokhanian,
tetapi nilai-nilai kerokhanian yang men-
gakui nilai material dan nilai vital. Dengan
demikian nilai-nilai Pancasila yang ter-
golong nilai kerokhanian itu juga mengand-
ung nilai-nilai lain secara lengkap dan har-
monis yaitu nilai material, nilai vital, nilai
kebenaran nilaikeindahan atau estetis,
nilai kebaikan atau nilai moral, maupun
nilai kesucian yang secara keseluruhan
bersifat sistematik-hierarkhis, di mana sila
pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa
sebagai basisnya sampai dengan sila
Keadilan Sosial sebagai tujuannya
(Darmodihardjo,1978).

G. Nilai-nilai Pancasila se‘)agm Suatu
Sistem

Isi arti sila-sila Pancasila pada haki-
katnya dapat dibedakan atas hakikat Pan-
casila yang umum universal yang meru-
pakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai
pedoman pelaksanaan dan penyelengga-
raan negara yaitu sebagai dasar negara
yang bersifat umum kole $if serta realisasi
pengamalan Pancasila mgbersﬁ‘at khusus
dan konkrit. Hakikat Pahcasila merupakan
nilai, adapun sebagai pedoman negara
merupakan norma, adapun pengamalannya
merupakan realisasi konkrit Pancasila.
Substansi Pancasila dengan kelima silanya
yvang terdapat pada ketuhanan, ke-
manusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
keadilan merupakan suatu sistem nilai.
Prinsip dasar yang mengandung kualitas
tertentu itu merupakan cita-cita dan hara-
pan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa
Indonesia, yang akan diwujudkan menjadi
kenyataan konkrit dalam kehidupannya,
baik dalam hidup bermasyarakat, ber-
bangsa, maupun bernegara. Namun di

samping itu prmsxp-pnnsxp dasar tersebut
sebenarnya juga diangkat dari kenyataan
real. Prinsip-prinsip dasar tersebut telah
menjelma dalam tertib sosial, tertib
masyarakat, dan tertib kehidupan bangsa
Indonesia yang dapat ditemukan dalam
adat-istiadat, kebudayaan, serta kehidupan
keagamaan bangsa Indonesia. Hal yang
demikian ini sesuai dengan isi yang
terkandung dalam Pancasila secara ontolo-
gis mengandung tiga masalah pokok dalam
kehidupan manusia, yaitu bagaimana se-
harusnya manusia itu terhadap Tuhan yang
Maha Esa , terhadap dirinya sendiri, serta
terhadap manusia lain dan masyarakat.
Dengan demikian, dalam Pancasila itu
terkandung implikasi moral yang terdapat
dalam substansi Pancasila sebagai suatu
nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila
satu sampai dengan lima merupakan cita-
cita harapan,dan dambaan bangsa Indone-
sia, yang akan diwujudkannya dalam ke-
hidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut
telah didambakan oleh bangsa Indonesian
agar terwujud dalam suatu masyarakat
yvang gemah ripah loh jinawi tata tenirem
karta raharja. Hal ini diupayakan agar
terealisasi dalam sikap tingkah laku dan
perbuatan setiap manusia Indonesia.
Bangsa Indonesia dalam hal ini
merupakan pendukung nilai-nilai Pan-
casila. Hal ini dapat dipahami berdasarkan
pengertian bahwa yang berketuhanan, yang
berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang
berkerakyatan, dan yeng berkeadilan, pada
hakikatnya adalah manusia. Bangsa Indo-
nesia, sebagai pendukung nilai itu
menghargai, mengakui, menerima Pan-
casila sebagai suatu dasar-dasar nilai. Pan-
gakuan, penghargaan, dan penerimaan itu
telah mengejala serta termanifestasi dalam
sikap tingkah laku dan perbuatan manusia
dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indo-
nesia dalam hal ini sekaligus adalah
pengemban nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila itu mempunyai tingkatan, baik
dalam hal kuantitas maupun kualitasnya,
namun nilai-nilai itu merupakan suatu ke-
satuan saling berhubungan serta saling
melengkapi. Sila-sila‘ Pancasila itu pada
hakikatnya merupakan suatu kesatuan
yang bulat dan utuh atau merupakan suatu
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kesatuan organik bertingkat dan berbentuk
piramidal. Nilai-nilai itu berhubungan se-
cara erat, nilai-nilai yang satu tidak dapat
dipisahkan dari yang lainnya, sehingga
nilai-nilai itu masing-masing merupakan
bagian yang integral dari suatu sistem nilai
yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai
tersebut memberikan pola atau patroon
bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan
bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu
sistem nilai dapat dilacak dari sila-silanya
yang merupakan suatu kesatuan organik
(sistem). Kesatuan mana saling meng-
kualifikasi, berkaitan, dan berhubungan
erat. Adanya sila yang satu mengkualifikasi
adanya sila lainnya. Dalam pengertian yang
demikian ini pada hakikatnya Pancasila itu
merupakan suatu sistem nilai, dalam artian
bahwa bagian-bagian atau sila-silanya
saling berhubungan secara erat sehingga
membentuk suatu struktur yang menyelu-
ruh.

Nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila termasuk nilai kerokhanian yang
tertinggi adapun nilai-nilai tersebut bertu-
rut-turut nilai ketuhanan termasuk nilai
yang karena nilai ketuhanan adalah bersi-
fat mutlak. Berikutnya, sila kemanusiaan
sebagai pengkhususan nilai ketuhanan,
karena manusia adalah makhluk Tuhan
yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dan nilai
kemanusiaan dilihat dari tingkatannya
adalah lebih tinggi daripada nilai-nilai
kenegaraan yang terkandung dalam ketiga
gsila lainnya, yaitu sila persatuan, sila
kerakyatan dan sila keadilan, karena
ketiga nilai tersebut berkaitan dengan ke-
hidupan kenegaraan. Hal ini sebagaimana
dijelaskan dalam pokok pikiran keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
bahwa ” negara adalah berdasarkan
atas ketuhanan yang Maha Esa berdasar-
kan kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Adapun nilai-nilai kenegaraan yang
terkandung dalam ketiga sila tersebut ber-
turut-turut memiliki tingkatan sebagai
berikut. Nilai persatuan dipandang dari
tingkatannya memiliki tingkatan yang lebih
tinggi daripada nilai kerakyatan dan nilai
keadilan sosial, karena persatuan adalah
syarat mutlak adanya rakyat dan terwu-
judnya keadilan. Berikutnya nilai kerak-
yatan yang didasari nilai Ketuhanan, ke-

manusiaan, dan nilai persatuan lebih tinggi
dan mendasari nilai keadilan sosial, karena
kerakyatan adalah sebagai sarana terwu-

Judnya suatu keadilan sosial, barulah ke-

mudian nilai keadilan sosial adalah tujuan
dari keempat sila lainnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan,
meskipun nilai-nilai yang terkandung da-
lam sila-sila Pancasila berbeda-beda dan
memiliki tingkatan serta luas yang ber-
beda-beda pula, namun keseluruhan nilai
tersebut merupakan suatu kesatuan dan
tidak saling bertentangan. Perlu diperhati-
kan dalam realisasinya baik dalam kehidu-
pan sehari-hari dalam masyarakat, maupun
dalam berbangsa dan bernegara, terutama
dalam penjabarannya dibidang kenegaraan
dan tertib hukum Indonesia, tingkatan
nilai-nilai tersebut harus ditaati; sebab bi-
lamana tidak, maka akan bertentangan
dengan hakikat landasan sila-sila Pan-
casila. Misalnya dalam realisasi kenega-
raan terutama dalam suatu peraturan pe-
run -undangan, maka nilai-nilai ketu-
hanan adalah yang tertinggi dan bersifat
mutlak, sehingga hukum positif di Indone-
sia yang berdasarkan Pancasila ini tidak
dapat bertentangan dengan nilai-nilai
ketuhanan .
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